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PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

A. Prinsip Dasar Gratifikasi 

1. Umum 

Perusahaan wajib untuk membuat sebuah program Pengendalian 

Gratifikasi untuk mengatur hubungan atau interaksi antara Insan 

Perusahaan dengan pihak-pihak terkait dengan kegiatan usaha 

Perusahaan.  

Program Pengendalian Gratifikasi sangat penting bagi Perusahaan, 

dengan mengingat bahwa Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap pemberian Suap 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 12A dan 

12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan termasuk sebagai suatu tindak pidana Korupsi 

sebab terpenuhinya unsur-unsur Korupsi. Jika tidak adanya suatu 

program Pengendalian Gratifikasi dalam Perusahaan dan jika Gratifikasi 

dibiarkan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak hukum, 

keuangan dan/atau dampak negatif bagi reputasi Perusahaan.  

 

2. Prinsip Dasar Gratifikasi 

Insan Perusahaan wajib untuk melaksanakan prinsip dasar Gratifikasi, 

yaitu: 

a. menolak, apabila ditawarkan dan/atau diberikan dan/atau 

dijanjikan Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan serta 

melaporkannya kepada UPG; 

b. tidak memberikan atau menawarkan Gratifikasi dalam bentuk apa 

pun kepada pihak lain untuk mendapatkan berbagai bentuk 

manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. tidak memberi Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan baik 

secara langsung atau tidak langsung kepada setiap pihak yang 

memiliki hubungan bisnis atau pesaing yang bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan 

oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang 

berlaku, atau memengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan 

dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan 

jabatannya/wewenangnya; 

d. tidak menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak 

langsung Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan dari setiap 

pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal 

yang tidak dibenarkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internal yang berlaku, atau memengaruhi 

pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan 

suatu hal yang berkaitan dengan jabatan/wewenangnya. 

 

B. Kategori Gratifikasi 

1. Penerimaan Gratifikasi 

a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan 

Bentuk Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan antara lain Gratifikasi 

yang diterima, tetapi tidak terbatas pada: 

i. penerimaan dalam arti luas misalnya uang, barang, fasilitas, 

akomodasi, dan jasa sebagai ucapan terima kasih dari rekanan 

sebelum dan sesudah proses pengadaan barang dan/atau jasa, 

seleksi mitra usaha atau proses lainnya yang berhubungan 

dengan jabatan Penerima; 

ii. penerimaan Hadiah/Cendera Mata dalam arti luas misalnya 

uang, barang, fasilitas, akomodasi, dan jasa dari Pihak Ketiga 

yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan 

yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab 

Penerima; 

iii. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, 

akomodasi dan jasa yang diterima oleh Insan Perusahaan yang 

berkaitan dengan proses transaksi bisnis Perusahaan seperti 



 

4 

 

sewa menyewa, konsesi, pembayaran uang 

kelebihan/kembalian, dan lain-lainnya; 

iv. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, 

akomodasi dan jasa yang diterima oleh fungsi atau pejabat yang 

terkait dengan proses Corporate Social Responsibility (CSR) 

seperti pemberian pinjaman atau pelunasan pinjaman, 

pemberian bantuan, pembayaran uang kelebihan/kembalian, 

dan lain-lainnya; 

v. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, 

akomodasi, dan jasa yang diterima oleh fungsi atau pejabat 

yang terkait dengan proses treasury, keuangan, dan lain-

lainnya; 

vi. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, 

akomodasi, dan jasa yang diterima Insan Perusahaan dari Pihak 

Kedua dan/atau Pihak Ketiga sebagai Hadiah/Cendera Mata 

atas perjanjian kerjasama yang telah dijalin; 

vii. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas, akomodasi, 

dan jasa yang diterima Insan Perusahaan dari Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga dalam hal: 

a) sebagai tanda perkenalan atau posisi jabatan baru bagi 

Penerima Gratifikasi yang bersangkutan;  

b) yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari 

Perusahaan; 

c) kegiatan suatu pesta pernikahan dan/atau suka cita 

dan/atau duka cita dengan batasan nilai sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau standar nilai yang 

disetarakan dengan rupiah dari masing-masing pihak 

Pemberi Gratifikasi. 

viii. penerimaan berupa rabat (discount) atas pembelian barang 

dan/atau jasa yang tidak berlaku umum yang berhubungan 

dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Penerima; 

ix. penerimaan pinjaman tanpa bunga dari Pihak Kedua dan/atau 

Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena 
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kewenangan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung 

jawab jabatan Penerima; 

x. penerimaan parsel oleh Insan Perusahaan dari Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga yang mempunyai konflik kepentingan 

pada saat hari raya keagamaan; 

xi. penerimaan terkait dengan tugas dalam: 

a) pemberian layanan pada proses di luar penerimaan yang 

sah; 

b) proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;  

c) proses pemeriksaan, Audit, pemantauan (monitoring), dan 

evaluasi di luar penerimaan yang sah. 

xii. penerimaan dalam proses penerimaan/pergerakan (mutasi) 

karir Karyawan; 

xiii. Gratifikasi yang pada mulanya bersifat netral dapat berubah 

menjadi Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan jika memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan 

jabatan/wewenang Insan Perusahaan; atau 

b) Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau 

tugas Insan Perusahaan; atau 

c) Jenis Gratifikasi yang wajib dilaporkan berdasarkan 

ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, 

pedoman, prosedur, surat edaran dan/atau ketentuan apa 

pun lainnya yang ditetapkan KPK. 

 

b. Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan  

Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan adalah setiap penerimaan 

yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut: 

i. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi; 

ii. diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, dalam 

hal ini:  

a) pemberian disaksikan para peserta yang lain; dan/atau  
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b) penerimaan dinyatakan dalam bentuk tanda terima atas 

pemberian yang diberikan; 

iii. berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan 

sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan atau nilai sesuai 

ketentuan yang berlaku, untuk semua peserta dan memenuhi 

prinsip kewajaran atau kepatutan.  

 

Bentuk Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan antara lain 

Gratifikasi yang diterima, tetapi tidak terbatas pada: 

i. penerimaan oleh Insan Perusahaan dalam kedinasan 

berdasarkan penugasan resmi dari Perusahaan antara lain, 

berupa: 

a) plakat, suvenir, goodie bag/gimmick dari panitia seminar, 

lokakarya, pelatihan, workshop, konferensi atau kegiatan 

sejenis lainnya; dan/atau 

b) Hadiah/Cendera Mata pada waktu kegiatan, kontes, dan 

kompetisi terbuka.  

ii. penerimaan transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan 

makan, honor narasumber, honor rapat, atau fasilitas dalam 

kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di 

Perusahaan dari Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga 

berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari 

Perusahaan, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak 

terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan 

internal. 

iii. perlakuan Insan Perusahaan dalam penerimaan Gratifikasi 

yang terkait dengan kedinasan, antara lain yaitu: 

a) menolak penerimaan apabila nilai melebihi 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kondisi nilai 

Gratifikasi telah diketahui sebelum penerimaan terjadi;   

b) dapat menerima apabila nilainya kurang dari 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau Gratifikasi 

merupakan honor yang besarannya sesuai dengan Standar 
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Biaya Umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan; 

dan 

c) melaporkan Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan 

kepada UPG. 

 

c. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan  

Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, meliputi hal-hal 

sebagai berikut.  

i. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak 

angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, 

kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak 

terdapat Benturan Kepentingan;  

ii. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau 

kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;  

iii. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi 

yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;  

iv. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta 

dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, 

konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku 

umum;  

v. Hadiah/Cendera Mata tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 

lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi 

yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak 

memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;  

vi. Hadiah/Cendera Mata, apresiasi atau penghargaan dari 

kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya 

sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;  

vii. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya 

dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh 

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  
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viii. Hadiah/Cendera Mata Iangsung/undian, rabat (discount), 

voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan 

tidak terkait kedinasan;  

ix. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan 

yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak 

terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar 

peraturan/kode etik Karyawan/pejabat yang bersangkutan;  

x. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti 

honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang 

telah ditetapkan dalam yang berlaku di Perusahaan sepanjang 

tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan 

Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di 

Perusahaan;  

xi. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara 

seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, 

baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, 

pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan;  

xii. penerimaan terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, 

akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama 

lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta 

Rupiah) dari setiap Pemberi Gratifikasi;  

xiii. penerimaan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami 

oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, 

mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak 

terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau 

kepatutan;  

xiv. penerimaan sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, 

pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam 

bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai 

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari setiap pemberian, 

dengan total penerimaan tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu 

juta Rupiah) dalam 1 (satu)  tahun  dari  Pemberi Gratifikasi  yang  

sama,  sepanjang  tidak  terdapat  Benturan Kepentingan;  
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xv. pemberian dari rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau 

alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak 

senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap pemberian 

per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari 

Pemberi Gratifikasi yang sama;  

xvi. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; 

dan 

xvii. pemberian Hadiah/Cendera Mata atau plakat dari instansi lain 

dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di 

dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan 

untuk individu Insan Perusahaan.  

 

2. Pemberian Gratifikasi 

a. Insan Perusahaan dilarang memberi Gratifikasi kepada Pihak 

Kedua dan/atau Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

b. Dalam pelaksanaannya, Insan Perusahaan dilarang untuk:  

i. menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada 

Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang menyimpang dari 

peraturan; 

ii. memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada Pihak 

Kedua dan/atau Pihak Ketiga tidak terbatas pada pejabat di 

instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan;  

iii. memberi sesuatu dalam bentuk apa pun kepada sesama Insan 

Perusahaan, Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang 

merupakan aset/harta/ fasilitas milik Perusahaan tanpa 

terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;  

iv. memberi sesuatu dalam bentuk apa pun kepada sesama Insan 

Perusahaan, Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang tidak 

sesuai dengan kaidah agama, hukum, sosial, norma kesopanan, 

dan kesusilaan; dan 
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v. memberi bantuan kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga 

dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk 

dan atas nama pribadi. 

c. Insan Perusahaan dilarang memberi Gratifikasi kepada Pihak 

Kedua dan/atau Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak 

Kedua dan/atau Pihak Ketiga. 

 

C. Batasan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi 

1. Batasan Penerimaan Gratifikasi yang Dapat Diterima oleh Insan 

Perusahaan 

a. Gratifikasi dapat diterima dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut:  

i. dalam batas yang tidak perlu dilaporkan dan tidak mengandung 

unsur pengaruh; 

ii. tidak terkait dengan tugas atau keputusan resmi; dan 

iii. dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kebijakan atau peraturan internal yang 

diberlakukan Perusahaan. 

b. Dengan tunduk pada butir a di atas, Hiburan yang masih dalam 

batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan 

sebagai berikut: 

i. Hiburan tersebut dilakukan kepada Insan Perusahaan sebagai 

wakil resmi instansi dalam kedinasan dari Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga, dengan ketentuan dilakukan maksimal 

1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan; 

ii. tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal 

dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan 

Benturan Kepentingan; dan 

iii. tidak mengganggu waktu kerja Insan Perusahaan yang 

bersangkutan. 

c. Dengan tunduk pada butir a di atas, Hadiah/Cendera Mata yang 

tertera logo/nama Pihak Kedua dan/atau Pihak ketiga atau 
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perusahaannya sebagai Pemberi Gratifikasi, dengan batasan-

batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut: 

i. Hadiah/Cendera Mata yang bertuliskan logo/nama perusahaan 

Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga selaku Pemberi Gratifikasi 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kebijakan/program promosi Pihak Kedua dan/atau Pihak 

Ketiga dimaksud; 

ii. nilai Hadiah/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada huruf 

a tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan 

iii. Hadiah/Cendera Mata tersebut bukan merupakan benda yang 

sifatnya melanggar hukum dan tidak diberikan untuk individu 

Insan Perusahaan. 

 

2. Batasan Pemberian Gratifikasi oleh Insan Perusahaan 

a. Insan Perusahaan dilarang memberikan Gratifikasi berupa 

Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan dalam bentuk apa pun 

kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi 

seluruh batasan-batasan sebagai berikut: 

i. pemberian Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan sudah 

direncanakan, dianggarkan, dan pelaksanaannya sudah 

disetujui oleh pejabat yang berwenang; 

ii. pemberian Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan 

dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan 

tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Kedua dan/atau Pihak 

Ketiga supaya bersedia memberikan, melakukan, atau tidak 

melakukan sesuatu kepada Perusahaan yang bertentangan 

dengan ketentuan yang berlaku; 

iii. Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan yang diberikan tidak 

dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak 

terbatas pada voucher, cek, giro, dan deposito) kecuali dalam 

rangka pemberian dana sponsorship yang dilengkapi dengan 

dokumen pendukung lainnya; 
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iv. Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan yang diberikan tidak 

melanggar, kesusilaan hukum dan kaidah agama; 

v. pemberian Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan dengan 

nilai tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kecuali 

dalam rangka promosi, sponsorship atau customer gathering 

yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya; 

vi. Hadiah/Cendera Mata berupa barang wajib bertuliskan logo 

dan nama Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari barang dimaksud di mana logo dan nama 

Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan 

tidak dapat dihilangkan; 

vii. Insan Perusahaan dilarang memberikan Hadiah/Cendera Mata 

dan/atau Hiburan kepada pihak Ketiga atas nama pribadi; 

viii. Hadiah/Cendera Mata yang diberikan kepada Pihak Ketiga 

bukan merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan; dan 

ix. Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan tidak dilakukan 

secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan 

pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan. 

b. Dalam hal Insan Perusahaan dianggap perlu melakukan pemberian 

Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan sebagaimana yang 

dimaksud angka 1, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 

i. setiap rencana pemberian Hadiah/Cendera Mata dan/atau 

Hiburan wajib disampaikan secara tertulis kepada Atasan 

Langsung untuk mendapatkan izin prinsip dan selanjutnya 

diteruskan kepada pimpinan yang berwenang guna memperoleh 

persetujuan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian Hadiah/Cendera 

Mata dan/atau Hiburan; 

ii. Insan Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan 

langsung kepada UPG; dan 

iii. pimpinan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk serta 

Atasan Langsung wajib menjaga informasi tersebut secara 
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terbatas dan harus melaporkan penolakan atas penerimaan 

Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan yang terjadi di unit 

kerjanya kepada UPG. 

 

3. Batasan Pemberian Gratifikasi berdasarkan Permintaan Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga 

Batasan pemberian Gratifikasi berdasarkan permintaan Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga adalah sebagai berikut: 

a. setiap Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan 

Hadiah/Cendera Mata dan/atau Hiburan wajib untuk menolak 

dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan 

terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan; 

b. apabila permintaan Gratifikasi dari Pihak Kedua dan/atau Pihak 

Ketiga mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat 

memengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, 

maka Insan Perusahaan yang bersangkutan wajib segera 

melaporkannya kepada Atasan Langsung dan/atau langsung 

melaporkan kepada UPG; dan 

c. Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan koordinasi terhadap 

permasalahan tersebut kepada: 

i. pimpinan tertinggi setempat untuk mendapatkan keputusan 

mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti 

permintaan tersebut; 

ii. pimpinan yang lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada 

UPG, apabila pimpinan tertinggi setempat menghadapi keraguan 

dalam pengambilan keputusan; dan 

iii. unit kerja yang membidangi fungsi kepatuhan Perusahaan di 

Kantor Pusat. 

 

4. Batasan Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi Lainnya 

Dalam hal terdapat pemberian dan/atau penerimaan Gratifikasi yang 

dianggap Suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi yang belum 
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diatur dalam Pedoman ini, maka pelapor wajib melaporkannya kepada 

Atasan Langsung dan/atau UPG secara tertulis melalui: 

a. surat-menyurat dengan mencantumkan nama jelas, jabatan dan 

Nomor Induk Karyawan (NIK), dan/atau menyebutkan nama 

instansi/perusahaan bagi pelapor bukan dari lingkungan 

Perusahaan; 

b. surat elektronik resmi perusahaan dengan mencantumkan nama 

jelas, jabatan dan Nomor Induk Karyawan (NIK), dan/atau 

menyebutkan nama instansi/perusahaan bagi pelapor bukan dari 

lingkungan Perusahaan; 

c. sarana elektronik pelaporan resmi lainnya dengan mencantumkan 

rincian yang telah ditetapkan.  

 

D. Unit Pengendali Gratifikasi 

1. Tugas Unit Pengendali Gratifikasi 

UPG sebagai pengelola Gratifikasi mempunyai tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang di bidang kepatuhan atau pengawasan terhadap 

Gratifikasi sebagai berikut: 

a. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengendali Gratifikasi antara 

lain: 

i. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan 

penerimaan Gratifikasi dari Karyawan, dan membuat database 

pelaporan Gratifikasi dan membuat laporan secara periodik; 

ii. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan 

Gratifikasi dalam hal terdapatnya pelaporan penolakan 

Gratifikasi; 

iii. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;  

iv. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan 

Gratifikasi secara periodik kepada KPK;  

v. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan 

penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian 

Gratifikasi kepada pimpinan Perusahaan; 
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vi. mensosialisasikan kebijakan Perusahaan yang terkait dengan 

Gratifikasi kepada Insan Perusahaan, Pihak Kedua dan/atau 

Pihak Ketiga, masyarakat pada umumnya dan para Pemangku 

Kepentingan; 

vii. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan 

adanya penetapan status barang tersebut dari KPK; 

viii. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 

Pengendalian Gratifikasi; dan 

ix. tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan 

fungsi kepatuhan dan pengawasan dalam Pengendalian 

Gratifikasi, sebagaimana dapat ditetapkan oleh Perusahaan 

sesuai dengan anggaran dasar, peraturan/pedoman internal 

Perusahaan. 

b. Wewenang Unit Pengendali Gratifikasi antara lain: 

i. menerima pelaporan Gratifikasi yang dianggap Suap dari Insan 

Perusahaan dan menyampaikannya ke KPK; 

ii. melakukan proses pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam 

Kedinasan; 

iii. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi 

kepada Penerima Gratifikasi, Pemberi Gratifikasi, Pihak Kedua 

dan/atau Pihak Ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian 

penerimaan/pemberian Gratifikasi dalam kedinasan; 

iv. menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan 

pemanfaatan Gratifikasi dalam Kedinasan; 

v. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat kepada 

KPK atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan Pedoman ini; 

vi. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu 

dan/atau Insan Perusahaan terkait penerapan program 

Pengendalian Gratifikasi; 

vii. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Direksi apabila 

terjadi pelanggaran terhadap Pedoman ini oleh Insan 

Perusahaan; dan 
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viii. meneruskan pelaporan Gratifikasi yang tidak termasuk dalam 

kategori Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada KPK. 

 

2. Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pelaporan Gratifikasi, penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang 

dilaporkan kepada KPK berdasarkan laporan hasil analisis laporan 

Gratifikasi.  

Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik 

Penerima Gratifikasi, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan 

dikembalikan kepada Pelapor Gratifikasi dengan pengambilan langsung 

oleh Pelapor Gratifikasi atau melalui UPG. 

Dalam hal pemanfaatan penerimaan Gratifikasi telah diputuskan menjadi 

milik Perusahaan, maka alternatif pemanfaatan yang dapat dilakukan, 

yaitu: 

a. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi; 

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; 

c. dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk kegiatan operasional, 

perpustakaan, atau barang display hasil pelaporan Gratifikasi; 

d. diserahkan kepada Karyawan yang menerima Gratifikasi untuk 

dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja; atau 

e. dimanfaatkan oleh Perusahaan, untuk:  

i. ditempatkan sebagai barang display Perusahaan; 

ii. digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan; 

iii. disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti 

asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial 

lainnya; atau 

iv. diserahkan kepada Karyawan yang menerima Gratifikasi untuk 

dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja. 

 

E. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi 

1. Pelaporan Gratifikasi 

Mekanisme pelaporan Gratifikasi, diatur sebagai berikut: 
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a. Pelaporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi bagi Penerima 

Gratifikasi yang menerima barang, uang, dan/atau fasilitas lainnya 

dilakukan dengan cara mengisi formulir laporan Gratifikasi yang 

ditetapkan oleh KPK disertai dengan dokumen pendukung lainnya 

disampaikan kepada UPG atau melalui website/aplikasi pelaporan 

Gratifikasi online yang ada di Perusahaan (apabila ada). 

b. Laporan Gratifikasi yang dimaksud pada butir a di atas terdiri dari: 

i. identitas Penerima Gratifikasi berupa nomor induk 

kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;  

ii. informasi Pemberi Gratifikasi;  

iii. jabatan Penerima Gratifikasi;  

iv. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;  

v. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;  

vi. nilai Gratifikasi yang diterima; 

vii. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan 

viii. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan 

Gratifikasi.  

c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir a dan b 

di atas dapat berupa: 

i. foto atau dokumentasi barang, uang, dan/atau fasilitas; 

ii. copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja atau 

pemenuhan permintaan kegiatan seminar, promosi, pelatihan 

dan lain-lain; 

iii. daftar pemberian Hadiah/Cendera Mata; atau 

iv. dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan barang, 

uang, dan/atau fasilitas. 

d. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada 

UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

tanggal dimana Gratifikasi diterima. Apabila melebihi waktu yang 

telah ditetapkan, maka Penerima Gratifikasi tersebut harus 

melaporkan laporan Gratifikasi secara langsung kepada KPK 

dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

tanggal dimana Gratifikasi diterima. 
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e. Laporan dapat disampaikan ke: 

Unit Pengendali Gratifikasi PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko 

Jalan Raya Yogya-Solo Km.16 Prambanan, Yogyakarta, 55571 

Nomor Telepon  :  +62274 496402 / +62274 496406 

Email   :  upg@borobudurpark.co.id 

 

2. Penanganan Pelaporan Gratifikasi 

1. Atas pelaporan gratifikasi yang diterima oleh UPG, UPG 

mengidentifikasi Kategori Gratifikasi yang dilaporkan, kemudian 

apabila: 

a. Gratifikasi termasuk ke dalam kategori yang tidak wajib 

dilaporkan, maka UPG dapat mengabaikan laporan yang 

diterima; 

b. Gratifikasi termasuk ke dalam kategori yang wajib dilaporkan, 

maka: 

i. apabila berbentuk barang yang mudah 

busuk/kedaluwarsa, UPG menyalurkan Gratifikasi ke 

panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran 

bantuan sosial lainnya dan melaporkan kepada KPK; 

ii. apabila berbentuk barang, uang, atau alat tukar lain yang 

memiliki nilai uang, maka UPG menyimpan benda 

gratifikasi dan berkonsultasi dengan KPK untuk tindak 

lanjut benda gratifikasi tersebut. 

c. Gratifikasi termasuk ke dalam kategori yang diterima karena 

dinas, maka: 

i. hal mana nilainya di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah), UPG mencatat penerimaan gratifikasi dan 

melaporkannya kepada KPK, penerima dapat memiliki 

gratifikasi yang diterimanya; 

ii. hal mana nilainya sama dengan atau di atas 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka UPG 
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menyimpan benda gratifikasi dan berkonsultasi dengan 

KPK untuk tindak lanjut benda gratifikasi tersebut. 

2. UPG mengikuti arahan KPK sehubungan dengan tindak lanjut 

gratifikasi yang disimpan oleh UPG berdasarkan konsultasi UPG 

kepada KPK. 

 

3. Sanksi Atas Pelanggaran 

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan diproses sesuai 

dengan peraturan Perusahaan dan berpotensi dikenakan sanksi atau 

hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Apabila Insan Perusahaan tidak melaporkan Gratifikasi dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, maka sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

4. Implementasi dan Sosialisasi 

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh 

seluruh Insan Perusahaan, dan Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang 

berhubungan dengan Perusahaan, maka kepada seluruh pihak yang 

terkait di Perusahaan diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian 

Gratifikasi (Hadiah/Cendera Mata atau fasilitas) pada setiap 

pengumuman dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa 

dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan/atau jasa serta proses 

seleksi mitra usaha dan/atau pada perjanjian komersial, surat-surat 

kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan Perusahaan antara lain surat 

penagihan piutang; 

b. menugaskan kepada UPG untuk secara periodik atau berkala 

memberikan informasi kepada seluruh Insan Perusahaan maupun 
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Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga mengenai ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Pedoman ini; 

c. menugaskan kepada pejabat satu tingkat di bawah Direksi 

Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan untuk membuat 

sistem aplikasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi 

sesuai dengan Pedoman ini termasuk melakukan maintenance data 

dan laporan-laporan; 

d. menugaskan kepada seluruh unit kerja di Perusahaan untuk 

melakukan penyampaian Pedoman ini dan informasi yang jelas 

tentang Gratifikasi kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga serta 

para Pemangku Kepentingan lainnya; 

e. berperan aktif melaksanakan komitmen Pengendalian Gratifikasi 

antara lain dengan menolak Gratifikasi (sebagaimana relevan 

berdasarkan ketentuan Pedoman ini), melaporkan Penerimaan 

Gratifikasi, memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra kerja 

terkait aturan Gratifikasi dan saling mengapresiasi atau menghargai 

sesama rekan kerja yang melaporkan Penerimaan Gratifikasi; 

f. UPG wajib melakukan pengawasan atas penerapan Pedoman ini di 

lingkungan Perusahaan dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait; 

dan 

g. UPG wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala 

terhadap Pedoman ini sesuai dengan perkembangan usaha dan 

dinamika bisnis Perusahaan serta mengacu pada peraturan 

perundang-undangan. 

Beberapa ketentuan lainnya yang perlu diperhatikan dalam implementasi 

Pedoman ini adalah sebagai berikut: 

a. dalam rangka menjamin Pedoman ini diketahui, diterapkan dan 

dipatuhi oleh Insan Perusahaan dan seluruh pihak yang memilki 

hubungan bisnis dengan Perusahaan, kepada seluruh Insan 

Perusahaan agar melakukan hal-hal sebagai berikut: 

i. berperan aktif melaksanakan komitmen Pengendalian Gratifikasi 

antara lain dengan menolak Gratifikasi yang dianggap Suap, 

melaporkan Penerimaan Gratifikasi, memberikan pemahaman 
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kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan Gratifikasi dan saling 

mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja yang 

melaporkan Penerimaan Gratifikasi; 

ii. melaporkan setiap pelanggaran hukum Insan Perusahaan yang 

menerima Gratifikasi namun tidak melaporkan kepada UPG atau 

KPK; dan 

iii. mencantumkan ketentuan dan/atau jaminan mengenai larangan 

adanya praktik KKN, termasuk Gratifikasi pada setiap transaksi 

bisnis atau kontrak/perjanjian. 

b. Perusahaan menjamin perlindungan hukum kepada Insan 

Perusahaan yang melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 

c. UPG wajib melakukan pengawasan atas penerapan Pedoman ini di 

lingkungan Perusahaan dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. 

d. UPG wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala 

terhadap Pedoman ini sesuai dengan perkembangan usaha dan 

dinamika bisnis Perusahaan serta mengacu pada peraturan 

perundang-undangan. 

e. apabila Insan Perusahaan tidak menerima Gratifikasi maka Insan 

Perusahaan harus mengisi Surat Pernyataan Tidak Menerima 

Gratifikasi yang akan dilakukan secara periodik (pada bulan Juni dan 

Desember) melalui website/aplikasi Pelaporan Gratifikasi online 

Perusahaan apabila aplikasi tersebut tersedia. 

f. apabila Insan Perusahaan menolak Gratifikasi maka Insan 

Perusahaan harus melaporkan adanya upaya pemberian Gratifikasi 

tersebut kepada UPG. 
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LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) 

 

A. Wajib Lapor dan Waktu Penyampaian LHKPN 

1. Wajib Lapor 

Wajib Lapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Pedoman ini wajib 

untuk melaporkan LHKPN dan seluruh Harta Kekayaan yang dimiliki 

sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya sesuai dengan 

ketentuan Pedoman ini dan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Insan Perusahaan yang ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan yang 

bersifat sementara, yang mana jabatan tersebut termasuk wajib lapor, 

tidak termasuk sebagai Wajib Lapor.  

2. Ketentuan Waktu Penyampaian LHKPN 

Wajib Lapor wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat 

yang bersangkutan: 

a. diangkat pertama kali sebagai pejabat; 

b. diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; 

c. berakhir masa jabatan atau pensiun; atau  

d. masih menjabat. 

Waktu Penyampaian LHKPN diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Wajib Lapor yang pertama kali menjabat sebagai Wajib Lapor, wajib 

melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak secara resmi 

menduduki jabatan; 

b. Wajib Lapor yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa 

jabatan atau pensiun wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 

(tiga) bulan sejak secara resmi menduduki jabatan; 

c. Wajib Lapor yang berhenti atau pensiun dari jabatannya wajib 

melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat 

berakhirnya jabatan; atau 

d. Wajib Lapor yang masih menjabat wajib melaporkan LHKPN secara 

periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 
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diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

 

B. Tata Cara Pengisian, Penyampaian, dan Pengelolaan LHKPN 

1. Tata Cara Pengisian LHKPN 

a. Pengisian LHKPN dilaksanakan oleh Wajib Lapor mengikuti 

petunjuk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh pada 

laman situs jejaring e-LHKPN. 

b. Bagi Wajib Lapor yang pertama kali menjabat wajib mengajukan 

permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-filling LHKPN dengan 

mengisi formulir yang dapat diunduh dari laman situs web e-LHKPN. 

c. Formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-LHKPN yang 

telah diisi diserahkan kepada koordinator pengelola LHKPN. 

 

2. Tata Cara Penyampaian LHKPN 

a. Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana 

petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan yang dapat dilihat 

dan/atau diunduh pada laman situs jejaring e-LHKPN. 

b. Wajib Lapor memberikan bukti penyampaian LHKPN ke koordinator 

pengelola LHKPN di Perusahaan. 

 

3. Pengelola LHKPN 

Dalam rangka pemenuhan kewajiban LHKPN, Pengelolaan LHKPN 

dilakukan oleh: 

a. Penanggung jawab dalam pelaksanaan LHKPN di Perusahaan, 

adalah direktur Perusahaan yang membidangi kepatuhan; 

b. Koordinator pengelola LHKPN di Perusahaan adalah pejabat satu 

tingkat di bawah direksi yang membidangi fungsi kepatuhan di 

Kantor Pusat; dan 

c. Administrator pengelola LHKPN di Perusahaan adalah Insan 

Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas membuat 

daftar Wajib Lapor. 
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4. Tata Cara Pengelolaan LHKPN 

a. Penanggung jawab mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

i. memantau pelaksanaan LHKPN; 

ii. mendapatkan pemutakhiran data perihal pengangkatan, 

mutasi, pemberhentian atau pensiun pejabat di lingkup 

Perusahan masing-masing dari unit kerja yang membidangi 

fungsi sumber daya manusia (SDM); 

iii. melapor kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan 

Perusahaan Induk mengenai pelaksanaan LHKPN di 

Perusahaan. 

b. Koordinator Pengelola LHKPN  mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut: 

i. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan 

(monitoring) serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan dan 

pengumuman Harta Kekayaan Wajib Lapor; 

ii. membuat akun Wajib Lapor; 

iii. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan 

Wajib Lapor dari administrator Instansi pengelola LHKPN 

kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 

iv. mengingatkan Wajib Lapor untuk mematuhi kewajiban 

penyampaian dan pengumuman LHKPN; 

v. melakukan sosialisasi kewajiban dan tata cara pengisian 

formulir LHKPN kepada Wajib Lapor; dan 

vi. membuat rekapitulasi atas LHKPN dari Wajib Lapor untuk 

dilaporkan secara berkala kepada Direktur yang membidangi 

fungsi kepatuhan. 

c. Administrator pengelola LHKPN mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk menyampaikan pembaruan data kepegawaian dan data 

perubahan jabatan Wajib Lapor kepada koordinator pengelola 

LHKPN paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahun. 

d. Tata cara pengelolaan LHKPN diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut. 



5 

 

i. Koordinator Pengelola LHKPN di Perusahaan mengelola LHKPN 

dalam lingkup: 

a) melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor pada Aplikasi 

wajib LHKPN; 

b) LHKPN menyampaikan data mengenai perubahan jabatan 

di Perusahaan kepada KPK dengan sepengetahuan 

Koordinator Pengelola LHKPN;  

c) berkoordinasi dengan KPK dan Induk Perusahaan dalam 

pendistribusian, pemantauan, pengisian, dan 

penyampaian laporan LHKPN;  

d) merekonsiliasi Laporan kepatuhan pelaporan LHKPN dari 

owner aplikasi wajib LHKPN dengan LHKPN yang diterima 

oleh KPK setiap semesternya;  

e) mensosialisasikan kewajiban LHKPN; dan 

f) mengkoordinasikan bukti pelaporan LHKPN 

ii. Administrator Pengelola LHKPN di Perusahaan mengelola 

LHKPN dalam lingkup: 

a) menyusun daftar Wajib Lapor; 

b) membuat akun administrasi unit kerja; 

c) melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor jika terdapat 

pejabat yang mutasi jabatan, mengakhiri jabatan, pensiun 

atau meninggal dunia; dan 

d) menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Lapor 

tentang kewajiban menyampaikan LHKPN. 
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SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) 

 

A. Konteks Perusahaan dan Peran Perusahaan dalam SMAP 

1. Memahami Perseroan dan Konteksnya 

Perusahaan diharuskan melakukan identifikasi isu internal dan 

eksternal yang relevan dengan proses bisnis tujuannya dan yang 

mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan 

dari SMAP, yang harus mencakup hubungan antara pihak terkait dan 

isu-isu yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. 

Sebagai fungsi integral SMAP, Perusahaan terus menganalisis kegiatan 

operasional dan semua kegiatan dari pihak terkait berkaitan dengan isu 

eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi anti Penyuapan dan 

Risiko Penyuapan dan relevan dengan tujuan, visi dan misi Perusahaan. 

Untuk mencapai penerapan SMAP ISO 37001:2016 yang efektif dalam 

mengelola perusahaan secara baik dan pada jalur yang benar, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kemajuan 

perusahaan, meningkatkan kualitas pekerjaan dengan memetakan isu 

internal dan eksternal sesuai kondisi perusahaan saat ini. 

Isu internal mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, tujuan, dan 

strategi, tata kelola, struktur Perusahaan, peran dan akuntabilitas, 

standar, pedoman Perusahaan, hubungan kontraktual yang secara 

langsung dapat mempengaruhi proses Perusahaan yang termasuk 

dalam lingkup SMAP, proses dan prosedur termasuk infrastruktur fisik 

dan lingkungan. 

Isu eksternal adalah masalah yang berada di luar kendali Perusahaan 

yang mempengaruhi Penyuapan dan bagaimana anti Penyuapan dapat 

dikelola dan mencakup aspek-aspek sosial dan budaya, politik, hukum, 

normatif dan peraturan, keuangan, dan teknologi.  

Proses penyusunan isu internal dan eksternal di Perusahaan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. nilai-nilai yang berlaku dalam Perusahaan, pengetahuan, budaya 

dan kinerja Perusahaan; 
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b. ukuran, struktur dan pendelegasian wewenang pengambil 

keputusan dari Perusahaan; 

c. lokasi dan sektor dimana organisasi itu beroperasi atau antisipasi 

pengoperasian; 

d. sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi Perusahaan; 

e. model bisnis Perusahaan; 

f. entitas dimana Perusahaan mempunyai kendali dan entitas yang 

menerapkan kendali terhadap Perusahaan; 

g. rekan bisnis Perusahaan; 

h. sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik; dan 

i. peraturan perundang-undangan, regulasi, kontrak, teknologi, 

persaingan, sosial budaya, ekonomi, serta kewajiban dan tugas 

profesional. 

Perusahaan menetapkan, memantau, dan meninjau isu internal dan 

eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis yang 

mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari 

SMAP. Isu internal dan eksternal harus dilakukan review secara berkala 

setiap tahunnya. 

2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan 

Perusahaan telah menetapkan para Pemangku Kepentingan yang 

relevan dengan penerapan SMAP. Pihak-pihak tersebut adalah orang 

atau Perusahaan yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau 

merasa dirinya dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas Perusahaan. 

Daftar Pemangku Kepentingan yang relevan akan berbeda pada setiap 

bagian di dalam Perusahaan ataupun Anak Perusahaan. Perusahaan 

dapat mengembangkan kriteria untuk menentukan pihak yang 

berkepentingan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. kemungkinan pengaruh atau dampak Pemangku Kepentingan 

terhadap kinerja atau keputusan Perusahaan; 

b. kemampuan Pemangku Kepentingan menciptakan Risiko dan 

peluang bagi Perusahaan; 
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c. kemungkinan pengaruh atau dampak Pemangku Kepentingan 

terhadap pasar; dan 

d. kemampuan Pemangku Kepentingan mempengaruhi Perusahaan 

melalui keputusan atau kegiatan Pemangku Kepentingan. 

 

3. Ruang Lingkup Penerapan SMAP 

Perusahaan menentukan batas dan penerapan SMAP berdasarkan isu 

internal dan eksternal, persyaratan Pemangku Kepentingan, aktivitas 

dan proses, sesuai pada kemampuan atau tanggung jawab Perusahaan 

untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan sistem serta untuk 

meningkatkan kinerja SMAP dalam mencegah, mendeteksi dan 

menangani Penyuapan. 

Ruang lingkup penerapan SMAP ini mencakup Kantor Pusat dan 

dijadikan acuan bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi PT 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko serta 

sesuai dengan klausul persyaratan SNI ISO 37001:2016 (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan). 

4. SMAP dan Prosesnya 

Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, 

memelihara secara berkelanjutan, meninjau, dan meningkatkan SMAP 

termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai persyaratan 

dalam ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Interaksi 

dari antar proses dalam SMAP dijelaskan pada peta proses bisnis, 

sebagaimana terlampir di dalam Anneks dari Pedoman ini. 

5. Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment) 

SMAP harus memuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi Risiko dari dan untuk mencegah, mendeteksi, dan 

menanggapi terhadap Penyuapan. Rincian identifikasi dan evaluasi 

Risiko terkait SMAP sebagaimana dijelaskan pada Klausul 4.5 dan 6.1 

dalam Standar ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). 

SMAP yang diterapkan harus wajar dan proporsional dengan 

mempertimbangkan lingkup penerapan SMAP itu sendiri. 
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Perusahaan melaksanakan penilaian Risiko Penyuapan sesuai dengan 

pedoman manajemen Risiko secara berkala. Dalam menerapkan SMAP, 

Perusahaan melakukan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk 

Assessment) yang didasarkan pada identifikasi isu internal dan 

eksternal serta kebutuhan dan harapan Stakeholder. 

Penilaian Risiko Suap (Bribery Risk Assessment) merupakan proses 

manajemen Risiko untuk memetakan, mengidentifikasi, menganalisis 

dan menilai potensi Risiko serta memprioritaskan Risiko Penyuapan 

yang teridentifikasi di Perusahaan yang didasarkan atas kemungkinan 

kejadian dan berpotensi menghambat tercapainya tujuan serta sasaran 

yang telah ditentukan. 

Penilaian Risiko Suap (Bribery Risk Assessment) didasarkan pada 

kriteria dampak dan kemungkinan Risiko Suap yang ditetapkan 

Perusahaan untuk proses bisnis serta aktivitas yang melekat pada setiap 

unit kerja. Evaluasi atas penilaian terhadap Risiko Suap sebagai bentuk 

mitigasi Risiko Suap, dilakukan oleh Perusahaan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

B. Kepemimpinan 

1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen 

Seluruh Insan Perusahaan berkomitmen secara konsisten untuk 

melarang dan mencegah Penyuapan. Komitmen tersebut dituangkan 

dalam Pedoman Perilaku atau Code of Conduct (COC) Perusahaan dan 

dapat diperbarui sesuai dengan tahun berlaku dan kebijakan anti 

Penyuapan yang ditandatangani seluruh Insan Perusahaan. 

a. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Dewan Pengarah ISO 

37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

i. menetapkan dan menyetujui kebijakan yang terkait dengan anti 

Penyuapan Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman SMAP; 
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ii. memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti Penyuapan 

sejalan dengan arah Perusahaan; 

iii. menerima dan meninjau laporan dari Manajemen (Direksi) 

terkait hasil implementasi dari SMAP secara berkala; 

iv. mendukung penyediaan sumber daya yang cukup dan tepat 

yang diperlukan untuk operasional SMAP; dan  

v. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penerapan dan 

keefektifan SMAP yang dilakukan oleh Direksi. 

b. Direksi 

Direksi sebagai manajemen puncak (top management) penerapan 

SMAP di lingkungan Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

i. memastikan implementasi SMAP (kebijakan dan sasaran) 

diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara berkelanjutan untuk 

mengatasi Risiko Penyuapan di Perusahaan; 

ii. memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis 

Perusahaan; 

iii. memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan tepat 

yang diperlukan untuk kegiatan SMAP di Perusahaan; 

iv. memastikan kebijakan anti Penyuapan dikomunikasikan 

secara internal dalam Perusahaan, dan eksternal kepada para 

Pemangku Kepentingan; 

v. mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen 

anti Penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP; 

vi. memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai 

sasaran anti Penyuapan Perusahaan; 

vii. mengarahkan dan mendukung Karyawan untuk berkontribusi 

dalam SMAP; 

viii. mempromosikan budaya anti Penyuapan di Perusahaan; 

ix. mempromosikan peningkatan berkelanjutan atas SMAP; 

x. mendukung peran pimpinan Manajemen untuk memperagakan 

kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi 

Penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawabnya; 
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xi. mendorong implementasi pelaporan untuk Dugaan Pelanggaran 

di Perusahaan;memastikan kerahasiaan identitas pelapor 

pelanggaran SMAP kecuali atas permintaan penegak hukum 

dan memberikan jaminan untuk tidak dikenakan sanksi atas 

laporan yang disampaikan yang meliputi catatan yang 

merugikan dalam berkas pribadi Karyawan, penurunan jabatan 

atau pangkat, dan/atau pemecatan, kecuali pelapor 

pelanggaran sekaligus juga sebagai terlapor; 

xii. memastikan perlindungan terhadap pelapor termasuk 

perlindungan hukum, karir dan fisik terkait pelaporan 

pelanggaran SMAP;  

xiii. memberikan jaminan perlindungan kepada Karyawan yang 

menolak ikut terlibat dalam kegiatan Penyuapan;  

xiv. meninjau SMAP pada Perusahaan untuk memastikan 

keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektifitas 

pelaksanaannya; dan 

xv. melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai implementasi 

dari SMAP dan laporan Whistleblowing System secara berkala 

melalui Rapat Tinjauan Manajemen. 

 

2. Kebijakan Anti Penyuapan 

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti Penyuapan 

dan menjalankan semua bisnis dalam Perusahaan dengan cara yang 

jujur, etis, dan profesional di semua wilayah operasional Perusahaan, 

mencakup seluruh individu yang bekerja di semua tingkatan termasuk 

para Pemangku Kepentingan serta selalu fokus menjadi Perusahaan 

yang berintegritas dan bersih. Kebijakan anti Penyuapan dengan ini 

mengatur hal-hal sebagai berikut: 

a. melarang Penyuapan dan mencegah Penyuapan; 

b. mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan 

anti Penyuapan yang berlaku yang sesuai dengan konteks dan 

tujuan Perusahaan; 

c. penerapan SMAP sesuai dengan arah strategis Perusahaan; 
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d. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan 

mencapai sasaran anti Penyuapan; 

e. komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP; 

f. mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas 

dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan; 

g. komitmen untuk peningkatan berkelanjutan SMAP; 

h. menjelaskan wewenang dan kemandirian FKAP; dan 

i. menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti 

Penyuapan. 

Untuk mendukung kebijakan anti Penyuapan, Dewan Komisaris dan 

Direksi memastikan kebijakan anti Penyuapan: 

a. tersedia sebagai Informasi Terdokumentasi; 

b. dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai di dalam Perusahaan 

diantaranya melalui sosialisasi, kegiatan pelatihan, rapat internal, 

media komunikasi/media sosial Perusahaan, situs resmi 

Perusahaan, serta media lainnya yang sesuai; 

c. dikomunikasikan kepada Rekan Bisnis yang memiliki Risiko 

Penyuapan di atas nilai “rendah”, diantaranya melalui perjanjian 

atau dokumen perikatan lainnya seperti pakta integritas, banner dan 

frame kebijakan, situs resmi Perusahaan, serta media lainnya yang 

sesuai; 

d. tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan dalam media 

komunikasi seperti situs resmi Perusahaan, dokumen perjanjian 

atau perikatan seperti Pakta Integritas, dan media komunikasi 

lainnya yang relevan. 

 

3. Peran Perusahaan, Tanggung Jawab, dan Wewenang 

a. Direksi 

Direksi bertanggung jawab untuk mematuhi penerapan SMAP sesuai 

dengan tanggung jawab dan wewenang, sebagaimana dimaksud 

pada Klausul 5.1.2 dalam standar ISO 37001:2016 SMAP.  
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Direksi harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang 

untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam 

dan menyeluruh ke setiap tingkatan Perusahaan.  

Direksi sebagai penanggung jawab tertinggi pada kegiatan 

Perusahaan mensyaratkan SMAP diterapkan dan dipatuhi di setiap 

unit kerja. Pimpinan unit kerja terkait bertugas untuk menjalankan 

SMAP di unit kerjanya masing masing. Peran dan tanggung jawab 

Direksi dituangkan lebih lanjut pada Struktur Perusahaan.  

b. FKAP 

Perusahaan menetapkan FKAP yang terdiri atas Ketua, Anggota dan 

Sekretariat FKAP melalui Surat Keputusan Direksi. 

FKAP memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: 

i. menyusun rancangan dan penerapan SMAP di Perusahaan; 

ii. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta 

koordinasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua 

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan Manajemen Puncak 

(Top Management) dalam implementasi SMAP di Perusahaan 

(kebijakan dan pedoman penilaian dan penerapan manajemen 

Risiko SMAP, identifikasi dan penanganan Risiko anti 

Penyuapan, pengendalian dokumen, pengendalian 

rekaman/arsip, tinjauan manajemen, Audit internal, tindakan 

perbaikan dan pencegahan, komunikasi, dan lain-lain; 

iii. menyusun kalender aktivitas tahunan SMAP, merencanakan 

dan mengakomodir pelaksanaan kegiatan, pertemuan, dan 

berbagai program yang dilaksanakan untuk implementasi 

SMAP di Perusahaan; 

iv. memastikan ketersediaan sistem tata kinerja terkait sesuai 

kebutuhan SMAP, yang berlaku secara korporat; 

v. melakukan koordinasi pemenuhan persyaratan SMAP di 

Perusahaan (penetapan isu internal dan eksternal, identifikasi 

pemangku kepentingan dan harapannya, penetapan sasaran 

SMAP, penilaian Risiko Penyuapan, dan lain-lain); 
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vi. melakukan koordinasi kegiatan penetapan, pendokumentasian, 

pemeliharaan, peninjauan, dan peningkatan atas penerapan 

SMAP di Perusahaan dilakukan secara berkala; 

vii. melakukan koordinasi penyelenggaraan/penyediaan 

pendampingan teknis, pelatihan dan peningkatan kesadaran 

kepada personil terkait penerapan dan sertifikasi SMAP; 

viii. melakukan koordinasi perencanaan dan penerapan komunikasi 

kebijakan SMAP kepada internal dan eksternal yang efektif dan 

memenuhi syarat SMAP; 

ix. memastikan kebijakan anti Penyuapan tersedia dan dapat 

diakses oleh seluruh personel dan rekan bisnis; 

x. mengendalikan/mengelola data/dokumen terkait penerapan 

SMAP di Perusahaan; 

xi. melakukan koordinasi perencanaan, penerapan, peninjauan 

dan pengendalian proses yang diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan SMAP dan untuk menetapkan tindakan guna 

mengatasi Risiko Penyuapan di Perusahaan;memfasilitasi 

kegiatan Audit internal dan eksternal, tinjauan manajemen 

penerapan, dan tindakan perbaikan atas hasil penerapan 

SMAP; 

xii. membantu pemecahan masalah/kendala dalam pengembangan 

dan penerapan SMAP di Perusahaan; 

xiii. memantau efektivitas SMAP dalam penerapannya dilaksanakan 

secara efektif pada semua fungsi maupun dalam mengelola 

Risiko Penyuapan yang dihadapi Perusahaan; 

xiv. memantau dan meninjau penerapan SMAP serta melaporkan 

kinerja SMAP di Perusahaan kepada Ketua FKAP, Manajemen 

Puncak (Top Management) dan Dewan Pengarah; dan 

xv. melakukan monitoring dan pengawasan proses sertifikasi 

SMAP. 

Untuk mengomunikasikan informasi terkait isu atau kepedulian yang 

diperlukan untuk diketahui terkait dengan Penyuapan atau penerapan 
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SMAP di Perusahaan, maka Direksi memastikan FKAP memiliki akses 

langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. 

 

4. Pendelegasian Wewenang 

Direksi mengidentifikasi dan menetapkan pendelegasian kewenangan 

pada jabatan atau fungsi yang ada pada Perusahaan di setiap tingkatan 

dalam menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugasnya masing-

masing. 

Pendelegasian kewenangan untuk mengambil Keputusan dan 

mekanisme hierarki kewenangan disusun dengan tujuan untuk mitigasi 

potensi Risiko Penyuapan termasuk potensi terjadinya konflik 

kepentingan. 

Pendelegasian tugas serta pengambilan Keputusan dilakukan juga agar 

Perusahaan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Perusahaan pada 

kebijakan dan komitmen sistem Manajemen Anti Penyuapan. 

Pendelegasian melingkupi seluruh proses bisnis yang dilakukan 

Perusahaan, baik yang terkait keuangan maupun non keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 

Manajemen Puncak (Top Management) berkomitmen untuk memastikan 

proses terkait tinjauan organisasi dan pembagian kewenangan 

dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. 

C. Perencanaan SMAP 

1. Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang 

Perusahaan menentukan Risiko dan peluang yang ditujukan untuk: 

a. memastikan SMAP dapat mencapai hasil yang dituju; 

b. meningkatkan kemungkinan mencapai peluang yang diharapkan; 

c. mencegah atau mengurangi dampak (Risiko) yang tidak diharapkan; 

dan 

d. melakukan peningkatan berkesinambungan. 

Perusahaan melakukan asesmen Risiko terhadap proses bisnis untuk 

mengidentifikasi Risiko Penyuapan yang mungkin terjadi, serta 

menerapkan tindak lanjut yang sesuai sebagai mitigasi Risiko. Dalam 
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melakukan analisa Risiko, Perusahaan merujuk pada Kebijakan 

Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Perusahaan sebagai ketentuan 

terkait asesmen dan pengendalian Risiko.  

Asesmen Risiko dilakukan oleh risk owner/pemilik Risiko dengan 

difasilitasi oleh Divisi yang membidangi Manajemen Risiko. Evaluasi 

Risiko harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keefektifan 

dari rencana pengendalian yang direncanakan pada masing-masing 

Risiko. 

Hasil analisa Risiko dan rencana tindak lanjut didokumentasikan di 

dalam risk register dan penjabaran terkait dengan perhitungan Risiko 

terdapat pada Pedoman Manajemen Risiko yang telah ditetapkan 

Perusahaan. 

Peluang untuk peningkatan SMAP dapat diidentifikasi dari profil Risiko 

Penyuapan dan mitigasi atas Risiko Penyuapan.  

 

2. Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk Mencapainya 

Dalam rangka memastikan bahwa Kebijakan Anti Penyuapan telah 

dipahami oleh Internal dan Eksternal, maka Kebijakan Anti Penyuapan 

tersebut diturunkan dalam bentuk sasaran anti Penyuapan dengan 

periode evaluasi sesuai dengan periode pemantauan yang telah 

ditetapkan.  

Sasaran anti Penyuapan yang dibuat harus dapat diukur dan konsisten 

dengan Kebijakan Anti Penyuapan, termasuk komitmen Perusahaan 

untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Setiap 

sasaran anti Penyuapan harus dipahami pada setiap fungsi dan 

tingkatan bagian yang sesuai. Sasaran anti Penyuapan yang disusun 

harus mempertimbangkan:  

a. kesesuaiannya dengan Kebijakan Anti Penyuapan; 

b. dapat diukur/measurable; 

c. mempertimbangkan persyaratan dan peraturan yang berlaku; 

d. relevan dengan kesesuaian layanan dan untuk peningkatan 

kepuasan pihak terkait; 

e. dipantau secara berkala; dan 
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f. dikomunikasikan dan diperbaharui secara berkala. 

Untuk memastikan pencapaian target pada sasaran anti Penyuapan, 

FKAP bekerja sama dengan Pimpinan unit kerja terkait menyusun 

perencanaan dengan memastikan pelaksanaan proses pengendalian 

gratifikasi maupun Penyuapan, whistleblowing system, dan Audit 

khusus sesuai dengan kebijakan dan/atau prosedur yang ditetapkan. 

Adapun perencanaan strategi atas sasaran anti Penyuapan dilakukan 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

a. apa yang akan dilakukan; 

b. sumber daya apa yang dibutuhkan; 

c. siapa yang akan bertanggung jawab; 

d. kapan tujuan akan tercapai; 

e. bagaimana hasilnya akan dievaluasi dan dilaporkan; dan 

f. siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau penalti. 

Perusahaan melakukan dokumentasi terhadap sasaran dan strategi 

mengenai SMAP. Sasaran anti Penyuapan dilaporkan oleh FKAP pada 

periode pelaporan dan pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 

kepada Direksi dan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris).  

 

3. Perubahan Perencanaan 

Perusahaan dapat menentukan kebutuhan untuk mengubah penerapan 

SMAP di Perusahaan secara terencana. Dalam proses tersebut harus 

mempertimbangkan: 

a. tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya; 

b. kebutuhan dari SMAP; 

c. ketersediaan sumber daya; 

d. alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang 

Setiap perubahan yang dilakukan harus dilakukan analisis sesuai 

prosedur change management yang berlaku dan dipastikan proses 

change management yang dilakukan tidak memiliki dampak masalah 

lain atau meminimalisir potensi masalah yang ada. 
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D. Dukungan Penerapan SMAP 

1. Sumber Daya 

Perusahaan menentukan dan menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara SMAP serta untuk 

meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan SMAP secara 

berkelanjutan. 

Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia, 

infrastruktur, keuangan, dan pengetahuan Perusahaan yang digunakan 

untuk mengelola proses kegiatan Perusahaan. Sumber daya yang 

disediakan dapat berupa milik Perusahaan maupun milik pihak lain 

yang digunakan sesuai kepentingan bisnis Perusahaan.  

Penyediaan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan 

kapabilitas dan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki, 

ketersediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dari pihak 

eksternal dan efektifitas serta efisiensi dari penerapan SMAP di 

Perusahaan. 

Perusahaan memastikan sumber daya FKAP telah sesuai dengan 

perencanannya, antara lain anggaran, infrastruktur maupun sumber 

daya personil pada FKAP. 

a. Sumber Daya Manusia 

Perusahaan menentukan dan menyediakan Karyawan yang 

dibutuhkan untuk memastikan keefektifan implementasi SMAP, 

operasi, dan juga pengendalian proses.  

b. Sumber Daya Fisik 

Perusahaan menyediakan dan memelihara sumber daya fisik yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan dari SMAP, termasuk di 

dalamnya: 

1. ruang kerja dan sarana pendukungnya; 

2. peralatan kantor serta peralatan pendukung Karyawan lainnya; 

3. perangkat keras, dan perangkat lunak sebagai sistem informasi; 

dan 
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4. sarana dan prasarana pendukung lainnya, termasuk alat 

transportasi. 

Seluruh sumber daya fisik yang ada di Perusahaan akan dipelihara 

secara berkala untuk menjamin kemampuan dari sumber daya fisik 

tersebut untuk mendukung tujuan SMAP. 

Adapun infrastruktur yang dilakukan pemeliharaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemeliharaan ruang kerja dan sarana pendukung lainnya; 

2. Pemeliharaan perangkat lunak sebagai sistem informasi; dan 

3. Pemeliharaan dokumen dan arsip. 

Pemeliharaan dan perbaikan prasarana menjadi tanggung jawab 

fungsi yang membidangi bidang Umum. 

c. Sumber Daya Keuangan 

Perusahaan memastikan ketersediaan anggaran untuk 

implementasi SMAP secara efektif. 

 

2. Kompetensi 

a. Umum 

Top Manajemen menentukan dan menyediakan Sumber Daya 

Manusia yang diperlukan untuk penerapan SMAP yang efektif dan 

efisien dalam pengendalian prosesnya. Dalam rangka mendukung 

penerapan SMAP, Perusahaan melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

i. mengidentifikasi dan menentukan kompetensi bagi seluruh 

Insan Perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

penerapan SMAP; 

ii. menetapkan kompetensi yang diperlukan Insan Perusahaan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi 

kepatuhan anti Penyuapan, dan bila diperlukan menyediakan 

pelatihan atau melakukan tindakan lain untuk mencapai 

kompetensi yang diperlukan; dan 
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iii. melaksanakan dan meninjau proses mutasi Karyawan secara 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai peran dan 

tanggung jawab dalam penerapan dan kepatuhan SMAP. 

Untuk memastikan kompetensi karyawan dalam SMAP terintegrasi 

dengan Kamus Kompetensi yang telah tersedia, Perusahaan 

menetapkan pelatihan minimal yang harus diikuti oleh setiap 

Karyawan dalam ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan. 

Fungsi yang membidangi human capital bersama dengan unit kerja 

terkait bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kompetensi 

setiap Karyawan, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan Karyawan. 

b. Panduan Pengelolaan Karyawan (Penerimaan, Penempatan dan 

Peningkatan Kompetensi Karyawan) 

Dalam hubungannya dengan semua Karyawan, Perusahaan telah 

menerapkan prosedur seperti: 

i. Kondisi kerja yang mensyaratkan Karyawan untuk mematuhi 

kebijakan anti Penyuapan dan Pedoman SMAP serta 

mendisiplinkan karyawan ketika terjadi ketidakpatuhan. 

ii. Dalam jangka waktu yang tertentu selama mereka 

dipekerjakan, Karyawan Perusahaan minimal harus menerima 

sosialisasi kebijakan dan pedoman SMAP melalui salinan, buku 

saku, pelatihan, website, dan/atau media komunikasi internal 

Perusahaan. 

iii. Perusahaan memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan 

disipliner yang sesuai terhadap Karyawan yang melanggar 

kebijakan anti Penyuapan atau SMAP yang mengacu kepada 

Kebijakan yang terkait Kepegawaian. 

iv. Karyawan tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau 

tindakan disiplin (misalnya dengan ancaman, isolasi, 

penurunan jabatan, pencegahan kemajuan, pemindahan, 

pemecatan, intimidasi, dikorbankan, atau bentuk lain dari 

gangguan): 
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a) bila menolak berpartisipasi atau menolak setiap kegiatan 

yang dinilai mempunyai Risiko Penyuapan; dan/atau 

b) ketika ada kepedulian atau melaporkan dengan itikad baik 

atau ada keyakinan tentang upaya Suap, pelanggaran atau 

Dugaan Pelanggaran terhadap kebijakan anti Suap atau 

sistem manajemen anti-Suap (kecuali jika individu 

tersebut terlibat dalam pelanggaran). 

Sehubungan dengan semua posisi yang terkena Risiko 

sebagaimana ditentukan dalam penilaian Risiko Penyuapan, dan 

untuk FKAP, Perusahaan menerapkan prosedur yang mengatur 

tentang: 

i. uji Kelayakan terhadap calon Karyawan sebelum dipekerjakan, 

dan Karyawan sebelum mereka dipindahkan atau 

dipromosikan, untuk memastikan Karyawan mematuhi 

kebijakan anti Penyuapan dan persyaratan sistem manajemen 

anti Penyuapan; 

ii. insentif kinerja, target kinerja, dan elemen-elemen insentif 

lainnya ditinjau secara berkala untuk memberikan 

perlindungan terhadap dorongan Penyuapan; dan 

iii. dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan membuat suatu 

pernyataan yang menyatakan kepatuhannya terhadap 

kebijakan anti Penyuapan. 

Implementasi dari persyaratan di atas dituangkan dalam Peraturan 

Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Pedoman Whistleblowing 

System. 

 

3. Kesadaran dan Pelatihan 

Perusahaan harus melakukan upaya-upaya kepada setiap Karyawan 

agar memiliki kesadaran tentang: 

a. kebijakan Anti Penyuapan, prosedur dan SMAP; 

b. Risiko Penyuapan pada Karyawan yang mendapatkan hasil dari 

Penyuapan; 
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c. keadaan dimana Penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dalam 

tugas Karyawan dan bagaimana mengenali keadaan ini; 

d. proses mengenali dan menanggapi permintaan atau penawaran 

Suap; 

e. proses Karyawan dalam membantu mencegah dan menghindari 

Penyuapan serta mengenali indikator kunci Risiko Penyuapan 

sebagaimana tertera dalam risk register; 

f. kontribusi Karyawan terhadap efektivitas SMAP termasuk 

keuntungan dari peningkatan kinerja anti Penyuapan dan pelaporan 

dugaan Penyuapan; 

g. sanksi yang akan diterima Karyawan jika tidak sesuai dengan 

persyaratan SMAP; 

h. Proses pelaporan dan kepada siapa Karyawan dapat melaporkan 

terkait kegiatan Penyuapan; dan 

i. Informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia. 

Implementasi dari ketentuan di atas dilakukan melalui Sosialisasi Anti 

Penyuapan dan gratifikasi dari FKAP. 

Pelatihan Karyawan disusun dan dilaksanakan secara terencana atas 

dasar kebutuhan pelatihan serta kebijakan Perusahaan dengan tujuan 

untuk menjamin bahwa seluruh Karyawan berkompeten dalam bidang 

yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk meningkatkan kinerja 

Karyawan.  

Karyawan Perusahaan diberikan awareness dan pelatihan anti 

Penyuapan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perannya 

masing-masing, Risiko Penyuapan di lingkungan kerja, dan setiap 

adanya perubahan kondisi. Program awareness dan pelatihan akan 

diperbarui secara berkala jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan 

informasi baru yang relevan. 

Karyawan yang belum mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan 

harus diberikan pelatihan atau tindakan lain yang sesuai, seperti 

briefing, coaching atau on-job training. Pelaksanaan pelatihan dan hasil-

hasilnya dievaluasi untuk mengetahui keefektifan pelatihan terhadap 

tujuan yang ditetapkan. Pengembangan kompetensi Sumber Daya 
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Manusia diatur dalam Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di 

Perusahaan. 

Dengan pertimbangan Risiko Penyuapan yang teridentifikasi, 

Perusahaan dapat menerapkan prosedur awareness dan pelatihan anti 

Penyuapan untuk Rekan Bisnis yang mempunyai Risiko tinggi terhadap 

Penyuapan melalui sosialisasi, membuat pakta integritas atau dalam isi 

perjanjian. Prosedur tersebut mengatur materi dan sarana yang 

diperlukan untuk kegiatan awareness dan pelatihan. 

Unit kerja yang membidangi Human Capital bertanggung jawab 

memelihara rekaman/catatan kerja dan hasil evaluasi pelatihan. 

 

4. Komunikasi 

Perusahaan memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai 

ditetapkan di setiap unit kerja di Perusahaan untuk mencapai efektivitas 

pelaksanaan SMAP. Perusahaan menetapkan bentuk komunikasi 

terkait dengan anti Penyuapan dapat berupa: 

a. sosialisasi Kebijakan Anti Penyuapan kepada pihak eksternal dan 

internal perusahaan; 

b. sosialisasi Kebijakan Pengelolaan SMAP kepada seluruh Karyawan; 

c. poster-poster pencegahan Penyuapan pada area-area perkantoran 

dan publik di lingkungan Perusahaan; 

d. email atau media komunikasi internal lainnya terkait SMAP untuk 

hubungan antar satuan kerja; 

e. informasi mengenai Whistleblowing System pada area publik; 

f. komunikasi eksternal melalui rapat, sosialisasi, telepon, WhatsApp 

group, email, dan sharing melalui video conference; 

g. layanan website terkait informasi adanya indikasi Penyuapan. 

Setiap unit kerja bertanggung jawab memelihara rekaman komunikasi 

internal dan eksternal melaporkan kegiatan kepada FKAP dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. pada apa yang akan dikomunikasikan; 

b. kapan berkomunikasi; 

c. dengan siapa berkomunikasi; 
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d. bagaimana berkomunikasi; 

e. siapa yang berkomunikasi 

 

5. Informasi Terdokumentasi 

a. Umum 

Sistem dokumentasi yang diterapkan Perusahaan mengacu pada 

Pedoman informasi terdokumentasi dan prosedur yang mengatur 

pengendalian dokumen dan rekaman yang ditetapkan. Perusahaan 

telah mendokumentasikan SMAP sesuai persyaratan dalam standar 

ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) untuk: 

i. menjadi alat komunikasi kebijakan SMAP serta alur proses 

bisnis di internal Perusahaan; 

ii. memberikan kerangka dasar bagi perencanaan anti Penyuapan, 

pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan 

yang terus menerus pada kegiatan yang mempengaruhi anti 

Penyuapan; 

iii. memberikan jaminan akan tersedianya sumber daya dan 

informasinya untuk setiap proses kegiatan yang dilakukan; dan 

iv. memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait 

bahwa telah ada SMAP dan diterapkan. 

Perusahaan menetapkan dan memelihara Pedoman SMAP yang 

memuat: 

i. ruang  lingkup  penerapan  SMAP; 

ii. identifikasi pemangku kepentingan dan harapannya; 

iii. identifikasi resiko dan peluang perbaikan; 

iv. prosedur terdokumentasi untuk penerapan SMAP; dan 

v. penjelasan tentang interaksi dari proses SMAP.  

Pedoman SMAP yang ditetapkan akan ditinjau dan di revisi sesuai 

keperluan untuk tujuan perbaikan. 

 

b. Pengendalian Informasi Terdokumentasi 

Perusahaan melakukan pemenuhan persyaratan dokumentasi 

SMAP yang berhubungan dengan dokumen pendukung termasuk 
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rekaman yang didalamnya terdapat proses pembuatan dan 

pembaruan dokumen sesuai dengan kententuan yang berlaku di 

Perusahaan dan juga sesuai persyaratan SNI ISO 37001:2016 SMAP.  

Pengendalian informasi terdokumentasi ini dilakukan untuk 

memastikan keefektifan SMAP yang diterapkan, informasi 

terdokumentasi yang dimaksud di antaranya adalah: 

i. kebijakan dan prosedur SMAP; 

ii. bukti sosialisasi kebijakan anti Penyuapan kepada Insan 

Perusahaan; 

iii. penyediaan pelatihan anti Penyuapan; 

iv. pelaksanaan Uji Kelayakan; 

v. pelaporan penerimaan Gratifikasi (Hadiah/Cendera Mata, 

keramahtamahan, donasi dan keuntungan serupa lainnya); 

vi. hasil pemantauan, investigasi dan Audit; dan 

vii. tindak lanjut dari perbaikan sistem. 

 

Perusahaan membuat dan memperbaharui informasi 

terdokumentasi dengan memastikan kesesuaian sebagai berikut: 

i. identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, penyusun, atau 

nomor referensi); 

ii. format (misal bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media 

(misalnya kertas, elektronik); dan 

iii. peninjauan dan persetujuan kesesuaian dan kecukupan. 

Perusahaan memastikan kontrol terhadap informasi terdokumentasi 

yang dibutuhkan oleh SMAP agar tersedia dan sesuai sehingga dapat 

digunakan di mana pun dan kapan pun ketika dibutuhkan. 

Informasi terdokumentasi tersebut dilindungi secara memadai. 

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, Perusahaan 

melakukan: 

i. distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan dokumen; 

ii. penyimpanan dan pelestarian dokumen; 

iii. kontrol perubahan dokumen; dan 

iv. penyimpanan dan pemusnahan dokumen. 
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Perusahaan juga mengelola informasi terdokumentasi yang berasal 

dari luar (eksternal) dan yang digunakan untuk perencanaan 

maupun pengoperasian SMAP. 

 

E. Operasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi 

Perusahaan melalui unit kerja terkait melakukan penerapan SMAP di 

Perusahaan sesuai dengan PDCA (Plan, Do, Check, Act) sesuai dengan 

persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Mutu pada setiap 

proses bisnis dan kegiatannya dengan cara: 

a. menentukan kriteria untuk proses; 

b. menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria tersebut; 

dan 

c. menyimpan informasi terdokumentasi sepanjang diperlukan agar 

mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti 

yang direncanakan. 

Proses operasional SMAP akan diatur lebih lanjut pada poin 7.2 sampai 

dengan 7.10 pedoman ini. 

Perencanaan dan pengendalian SMAP yang ditetapkan oleh Perusahaan 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengendalikan perubahan yang direncanakan; 

b. Meninjau kembali konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan; 

dan 

c. Mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang 

diperlukan. 

Perusahaan juga menetapkan sumber daya, memelihara dan 

menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan agar 

terdapat keyakinan bahwa proses penerapan SMAP yang dijalankan 

sesuai dengan yang direncanakan. 
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2. Panduan Uji Kelayakan 

Uji Kelayakan untuk mengendalikan Risiko Penyuapan pada Risiko 

dengan nilai lebih dari batas toleransi (batas rendah) dan dinilai 

memiliki kebutuhan untuk pelaksanaan pengujian.  

Uji Kelayakan dilaksanakan dengan melakukan verifikasi dan validasi 

atas informasi, data dan dokumen pendukung yang telah disiapkan. Uji 

Kelayakan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

yang ada. Adapun hal-hal yang memerlukan uji kelayakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan proses bisnis utama Perusahaan; 

b. Hubungan kerjasama dengan Rekan Bisnis; dan 

c. Asesmen terhadap Karyawan pada posisi tertentu. 

Pakta Integritas dibuat dalam semua proses bisnis yang memiliki risiko 

tinggi di Perusahaan dan berpotensi terjadi Penyuapan. 

 

3. Pengendalian Keuangan 

Perusahaan menerapkan pengendalian keuangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 

Fungsi yang membidangi Keuangan dan fungsi yang membidangi 

Akuntansi bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan 

Informasi Terdokumentasi terkait pengendalian keuangan, pencatatan 

dan pelaporan. 

Ketentuan terkait dengan pengendalian keuangan sebagaimana tersebut 

di atas dilakukan dengan cara: 

a. Menerapkan pemisahan tugas, sehingga Karyawan yang sama tidak 

dapat menginisiasi dan menyetujui pembayaran; 

b. Menerapkan persetujuan pembayaran berjenjang sesuai tingkatan 

otorisasi; 

c. Memastikan setiap persetujuan pembayaran telah dilengkapi dengan 

dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan kebijakan Perusahaan; 

d. Memastikan bahwa penunjukan pelaksana pekerjaan atau layanan 

(penerima pembayaran) telah disetujui dengan mekanisme 




	PER-98 TWC 2024 SK.09 DEKOM.TWC XII 2024 Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT TWC Tentang Pedoman Integritas, Transparansi, fdan Kepatuhan Penerapan Governansi di Lingkungan PT TWC.pdf (p.1-25)

